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Abstrak

Permasalahan yang terjadi adalah sulitnya menj_p'eroleh data profil desa, sekretaris desa masih belum
menjabat sebagai Pegawai Negeri S|p|| ~Belum ada *kantor desa dan surat-surat penyelenggaran
pemerintahan desanya masih belu‘mte‘rformat tertib, benar dah‘#apl walaupun telah lama dibentuk.
Tujuan penelitian adalah untuk®i mengetahw faktor-faktor yang men'fbHQg_aruhl efektifitas implementasi
Peraturan Pemerintah Bept?lbllk Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pada adr?nnlstray pemerintahan Desa
Nanga Taman Kecamatan anga Taman -Kabupaten Sekadau belum optimal. JEF.us penelitian adalah
deskriptif dengaﬁ paradigma kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknlk wawancara,
teknik obsgwam dan teknik studi dokumentasi. Subjek penelitian dipilih denga purposwe dan orang-
orang terSebut. Simpulan dari penelltlan radalah bahwa faktor faktor seperti komunikasi, sumberdaya
dlspo;:IS| dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi efektlfltas implementasi Peraturan Pem‘erlntah
Replblik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pada administrasi pemerintahan” Desa Nanga Taman
K amatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau sehingga tidak* optimal. Upaya-up‘ya seperti peningKatan
kualitas aparatur desa, pe berian materi tentang—tugas dan fungsi aparat esa, dan peningKatan
kon)unikasi serta tranparansi perangkat desa deng&?m;asyarakat sangat dibutuhkan. - |
] !
Kata Kunci: implementasi, komunikasi, sumbe’daya;'disposisi,dan struktur birokrasi. .~ uv
- ¢ A )
’a*ﬂ Ab: ra% f
-y .
The prdblem is the village’s profile so hard to get l‘(‘lllage‘s secretary still not as a civil servant, there isn’t
a V|Ilagé.,off|ce and an ad inistration management still messy. The purpose for this research is to
knowing chtors that influen .e effectivity of Implementatlon of Government Rule Number 72 in 2005 in
Government, Administration.of Nanga Taman Village in Nanga Taman District Sekadau Regency still not
optimal. Thi‘s“ research using-descriptive researeh -with qualitative paradigm. The teghnics of data
collecting usinE;»JntervieW technic, observation technic and documentation technic. The gonclusion of this
research is the faetprs such as‘communication, resources, disposition and bureaucracysstructure influence
effectivity of Implementatlon of Government Rule Number 72 in 2005 in Governmént Administration of
Nanga Taman Village in “Nanga,Taman District Sekadau Regency and.make"t"’t optimal. The peoples
need to do are such as increase the V|Ilage workerquality, giving a material about task and function of
village worker and increase communication also transparency the village worker with peoples.

=

|

Keyword : implementation, communication, resources, disposition and bureaucracy structure.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian
Peraturan  Pemerintah
Republik 72 Tahun 2005

memiliki pengertian kesatuan masyarakat hukum

Desa dalam

Indonesia Nomor

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Desa sendiri melalui aturan

A

tersebut di atas merupakan daerah otonom yang" 3

32
-~

Tahun 2004 tentang Pemerlntahan' Daerah yakni

ditetapkan dalam Undang-Undamg Nemor

Otonomi daerah adalah fhak rewenang, dan
kewajiban daerah otranom untuk mengatur dan
mengurus segdlﬁ urusan__ pe -erintahan “dan

kepentingar]_."rhasyarakat setempat sesuai dengan
peraturar_;"ﬁerundang-undéngan. Undang—undﬁng ity
yang kemudian menjadikan desa sebagai daerah
adalah  kesatuan

otonom.‘! Daerah  otonom

|
masyarakaa[ghukum yang mempu ‘yai batas-batas ‘.

wilayah vy

urusan pemarlntahan dan kepentingan masyarakat.e’q 1

Sy,

setempat mer’lyrut prakarsa sendiri berdasarkan”

aspirasi masyan%kat dalam sistem +egara Kesatuan L;!
Republik Indonesia.

Peraturan .‘Ruemerintah Nomor 72 Tahun -
2005 tentang desa n;‘égupakan salalh s‘atuA peréturan
yang menuntut adanye;"administrasi pemerintahan
desa yang baik. ImpIement&';ls;.PJD tersebut menjadi
perlu diperhatikan karena jika admmlstra3|
pemerintahan desa yang merupakan organisasi
terkecil dalam suatu birokrasi pemerintahan maka
data yang diperoleh berikutnya pada organisasi
selanjutnya akan mengalami kekurangan pada data
administrasi pemerintahannya, yang berakibat pada
suatu dilaksanakan.

salahnya kebijakan
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Implementor dari peraturan pemerintah itu adalah
mereka yang memiliki hubungan langsung dengan
peraturan pemerintah tersebut seperti kepala desa
dan perangkat desa. Tujuan dari PP Nomor 72
Tahun 2005 ini
kewenangan kepada untuk melaksanakan urusan

sendiri adalah  pemberian
pemerintahannya sendiri tanpa menghilangkan ciri
dari desa tersebut.

akibat

secara otonom (mandiri) yang

Sebagai dari  penyelenggaraan
pemerintahan
dilaksanakan oleh Desa yang ditetapkan oleh
Uﬁdang:Undang Nomor 32 Tahun 2004 melalui
Peraturan E"e’me;jgtah Nomor 72 Tahun 2005,

maka desa harJ§“~411ela :sanakan  administrasi
pemerintahan desa. Admiﬁiﬁ;g_si pemerintahan
banﬁ'yalgv hal yang

yelenggaraannya. Ini

desa sendiri * memiliki
mempengaruhi dalam pe
berka.iian dengan yang diungkapkan oIeh.'Qeorge

Edward i1 (1980:1) dikutip dalam Nugrohci""i

—(2011:6(%6) bahwa masalah utama-administrasi }

Ipublik adalah lack of attentation to.implementation.
A

leatakannya without effective |mplementat|0n the

g berwenang mengatur dan mengurus‘ J P| degﬁsmn of policymakers ill not"be carrled out

suﬁaessfully Dengan demi ian, |mplementa5| PP
Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dalam
kaitannya dengan administrasi pemerintahan desa
memiliki hubungan yang sangat erat.
“Administrasi pemermtahan deSa sangat
leutlp &
Penyélenggaraan Pemerintah',-,"Desa (Nurcholis,
2011: 133) sistem adnﬂnis!r’ési yang benar,

penting. dala Pgrtumbuhan

rapi,

——glantertih akan memberlk n.data dan informasi

yang mudah dan sistematis yang sangat berguna
untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana,
kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan
informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.
Administrasi dalam pemerintahan desa sangat
dibutuhkan untuk

mencapai tujuannya
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meningkatkan kesejahteraan melalui usaha yang
mandiri sehingga dibutuhkan administrasi benar,
rapi, dan tertib agar dalam pelaksanaannya tidak
mengalami kendala.

Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia. Pemerintah Desa dalam peraturan Jyang‘
sama adalah Kepala Desa dan P ﬂk&? Desa
sebagai unsur penyelengara pemeflntahan desa.

Dikutip dalam1’]'a1a Pemerintahan dan
Desa
1986:48) Admirﬁstrasi Pemerintalian Desa iélah

Administrasi quﬁrlntahan (Saparin,
semua keguitan yang sbersumber pada wewenang
Pemerintah Desa yang, terdiri atas tugas- tugas
kewajlba11 tanggung jawab dan hubungan-
hubungan!!, kerja, - yang dilaksanakan dengan
berlandaskq‘n peraturan-peraturant
yang berla U, guna menjalanka

Berdasarkan

dikatakan bah’yva segala kegiatan yang dllakukan

perundangan

desa. pengertian tersebut dapat'*

pemerintah desﬁ_ sesuai dengan berdasarkan aturan

yang  berlaku IL. adalah

pemerintahan desa‘

semua- administrasi
Berdasarkan rﬁonograﬂ Kecamatan Nanga
Taman tahun 2012, Desa--_Nanga Taman Kecamatan

Nanga Taman Kabupaten S"ékadauxneiupakan desa

~ -

-y
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Pantok, Desa Sungai Lawak, Desa Senangak, Desa
Tapang Tingang, Desa Nanga Mongko, Desa
Nanga Koman, Desa Nanga Engkulun, dan Desa
Nanga Mentuka.

Administrasi pemerintahan desa merupakan
hal yang penting untuk dilaksanakan karena hal ini
berkaitan dengan perkembangan dan peningkatan
yang
Dalam pelaksanaannya implementasi PP No. 72

pembangunan desa berkesinambungan.
Tahun 2005 tentang desa khususnya administrasi

pemerintahan Desa Nanga Taman masih
mengalami kendala seperti sulitnya memperoleh
data profj_l desa sekretaris desa masih belum
menjabat sebagaa Pegawal
Surat-surat

pemerintahan ‘desanya m sih" belum terformat
-

-egeri Sipil, belum ada

kanter _desa dan penyelenggaran

tertib, benar dan rapi Walaub'un telah lama
dlbentuk Seharusnya permasalahan- permasalahan
tersebut dapat diatasi mengingat bahwa Desefﬁ
Nanga Taman merupakan desa‘yang terletak d|

—

————pusat kecamatan. Dengan letak yang dekat der#gan

Eikecamatan tentunya mudah luntuk-berkonsultasi

pemer|nta1hara'_,~“'J ‘*‘déiem
1pelg{er|ntahannya Selain itu, desa i?i juga

1

yang ada di Kecamatan Nanga Taman. Desa Nanga

Taman merupakan desa pertama yang dibentuk di
Kecamatan Nanga Taman. Kecamatan Nanga
Taman terdiri dari 13 desa, yaitu Desa Nanga

Taman, Desa Rirang Jati, Desa Meragun, Desa

Nanga Kiungkang, Desa Lubuk Tajau, Desa
Veronika Risnawati
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“dengan pihak kecamatan jika mengalami masq'lah

proses penyelenggaraan Urusan

" merupakan desa yang pertama kali dlbentuk di
Lj kecamatan.tersebut sehingga Desa Nanga Taman

ini harus mampu menjadi contoh bagi’désa lain,
-dapat di bayangkan jika desa berada_d.i pusat

kecamatan +. mengalami  kepdala  demikian

bagaimana dengan desa yan_g"'letaknya jauh dari
kecamatan.

Dengan =*adanya  permasalahan-

'perrrﬁalah yang disebutkan itu implementasi dari

PP Nomor 72 Tahun 2005 dapat dikatakan belum
efektif. Faktor-faktor

tersebut dapat terjadi di Desa Nanga Taman layak

yang menyebabkan hal

untuk diteliti, inilah yang membuat penulis tertarik
untuk meneliti masalah tersebut.
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2. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah :
Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas
implementasi  Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa
dalam penyelesaian administrasi pemerintahan di

Desa Nanga Taman.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi efektifitas implementasi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nemor 72;qbg4n
2005 pada administrasi pemerintahfﬂf DeSa Nanga
Taman Kecamatan Nanga Ta ~"-an Kabupaten

Sekadau belum optimal.
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pemerintahan desa tanpa menghilangkan ciri dari

Desa Nanga Taman.

B. KERANGKA
METODOLOGI

1. Kerangka Teori

TEORI DAN

Menurut Masri Singarimbun & Sofyan
Effendi (1995:37) dikutip dalam Pasolong
(2012:118), teori adalah serangkaian asumsi,
proposisi, konstruk, definisi dan proposisi untuk
menerangkan suatu fenomena sosial secara
sistematis dengan cara merumuskan hubungan
‘aMar konsep Berdasarkan pengertian tersebut
maka teort dalam penelitian: digunakan sebagai
pisau anakl‘ls?-Berlkut adalah teori-teori yang

dlgunakan peneliti dalam ma[gkukan penelitiannya.

g-,r' Menurut_Daniel Mazmaman dan Paul A.
4 Manfaat I?,_eﬁéiitian ! Sabatler (1983) sebagaimana dlkutlp obeh Nugroho
Mar;,ﬁfat penelitian ini adalah sebagai 8015 629) menyZR8kan by "\_
berikut: ;‘ : : Impiler.ner.w‘tatlon is -the carrylng ?Ut of basic pb!lcy
1.'1\/Ian faat T8oritis =decission, usually incorporated in.a statute bu}J

Iv?e'anfaat teoritis dari penelitian ini adalah = T8 WhICh can B LaENthey foRr of |mp0rtant

: . . !
membernlr: kepiibusi kepada kepada ilmu ' . executives orders or court decission: Ideallyj that
u

nengetah ‘deussmn identifies the problem« (s) th be

sosial terutama ilmp pemerlntahat;ifj

l {
mengenai te‘orl Edward Il yaitu komunikasi Q’Q lad essed, stipulates the objective (s) fto be

sumberdaya, Gisposisi, dan struktur birokrasi yang l‘ Rfcd, and, in a vaiety of ways, Sm’cf"’” el the
Lb the implementation process.” (dikutip delLeon &
j'. j

delLeon, 2001, 437).

—Berdasarkan pandangan terse'but dapat

terjadi di Iapanqan belum optimal meskipun dalam
penelitian yang dilakukan tidak ditemukan faktor-
faktor lain selain e‘rﬁ_pat faktor tersebut. .:' R T
2. Manfaat Pra;ki,js !
Hasil penelitiaﬁ" ini diharapkan dapat

.dikatakan Usaha-usaha 'administrasi'.merupakan
kejadlan kejadian dan keglatan Keglatan yang

menjadi kontribusi kepada‘—Desa Nanga Taman UL OE e suatngmmusan program yang

Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadall™ ~ekpakan=
kebijaksanaan.

George Edward 111 (1980:1) dikutip dalam
Nugroho (2011:636) menegaskan bahwa masalah

“fokus perhatian  implementasi

terutama mengenai tujuan Peraturan Pemerintahan
Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni
menciptakan urusan pemerintahan yang efektif
. - . utama administrasi publik adalah lack of
terutama dalam kaitannya dengan administrasi

attentation to implementation. Dikatakannya,

without effective implementation the decission of

Veronika Risnawati
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policymakers will not be carried out successfully.

Berarti bahwa administrasi publik memiliki
hubungan yang erat dengan implementasi. Edward
menyarankan untuk memperhatikan isu pokok agar
implementasi  kebijakan menjadi efektif yaitu
communication, resource, disposition or attitudes,
dan bureaucratic structures.

a. Komunikasi (Communication)

Dalam komunikasi terdapat tiga bagian

yang saling berkaitan, yaitu komunikan, pesan

yang disampaikan, dan mereka yang menerima

pesan. Dikutip dalam Tangkilisan (2003:12) bahwa S

komando untuk mengimplementasi kebijaka'rljpestf i

ditransmisikan kepada personalia }/g)uglfébat, dan
kebijakan ini mesti jelas, akurﬁt" dan konsisten.
Pada implementasi jlka pe§an yangdisampaikan

oleh komunikan deng'an jelas, akur 'ty dan konsisten
maka seharusnya |mplementor yang menjadg
pelaksana t;dak akan mengalami  kendala dalam

melaksarrakan apa yang.diimplementasikan. HaI ini

3)

4)
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Sikap dan tanggap dari para pihak yang
terlibat.

Bagaimana struktur organisasi pelaksanaan
kebijakan.

teori  tersebut

Berdasarkan dapat

disimpulkan untuk mencapai keberhasilan dalam

implementasi suatu kebijakan maka dibutuhkan

banyak syarat seperti yang disebutkan.

b. Sumberdaya (Resource)

Dalam Nugroho (2011:636) dikatakan

bahwa resources berkenaan dengan ketersediaan

sumber daya pendukung, khususnya sumber daya

manusm. Hal ini berkenaan dengan kecakapan

l,
pelaksana kebijakan publik untuk carry out

kebijakan secara efektifss._

Tangkilisan (2003 1“2.) mengemukakan

bahwa sumberdaya yang penting mehputl

1)

—

sesuai dgngan yang diungkapkan oleh Subarsono ' -

(2009:90)"yang menyatakan bahwa:

berhasilan implementasi kebijakan

mensyaratkun agar implementor mengetahui apa,

yang harus d‘l,lakukan Apa yang

group)
mengurangi di&orsi implementasi. Apabila tujuan

dan sasaran"_ (target sehingga akan

dan sasaran suatJ-_erbijakan tidak jelas atau bahkan

tidak diketahui san?a..sekali oleh kelompok sa_s'araﬁ, '

maka kemungkinan ékan terjadi  resistensi dari
kelompok sasaran. "
Sedangkan dalam RTugP‘.hg_ (2011:636)

komunikasi berkenaan dengan:

1) Bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada
organisasi dan/atau publik.
2) Ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan.

Veronika Risnawati
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menjadi tUJuan ’a

o

19

Al
'

}"‘S)QKewenangan untuk meyaklnkan bahwa

Staf ukuran yang tepat dengan keahllan yang
d1per|ukan . \‘

‘ Informa3| yang relevan dan“cukup tentang cara

untuk mengimplementasikan kebijakan }dan

dalam penyesuaian lainnya ryang terlibat di

!
dalam implementasi. . )

I\ ﬂ b'kebljakan ini dilakukan semuanya sebagalmana

f(
!

A\

4)

dalam

“ dimaksudkan. ;‘

Berbagai fasilitas  (termasuk ybangunan,

peralatan, tanah; dan p rsediaan)’.t'ii dalamnya

- atau dengannya_r@rus memberik;;ih pelayanan.

[Penjelasan tersebut mleﬁegaskan bahwa

: . i
implementasi  sumbérdaya memegang
y

peranan pentiﬂg:_ '[anpar'?fufnberdaya komunikasi
“tidak akan efektif.

c. Disposisi (Disposition or Attitudes)

Disposisi berkenaan dengan ketersediaan

dari para implementor untuk carry out kebijakan

tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa

kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan
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kebijakan tersebut, hal ini diungkapkan dalam
Nugroho (2009:63). Kesediaan dan komitmen
berkaitan erat dengan kepatuhan kepada pimpinan.
Bagaimana seorang bawahan menghargai dan
mematuhi apa yang diperintahkan  oleh
pimpinannya.

Dalam Subarsono (2011:91) disposisi
adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan

sifat demokratis. Apabila implementor memiliki

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
https://jurmafis.untan.ac.id

mengimplementasikan dengan sukses sebuah
kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama
banyak orang, dan mungkin juga memboroskan
sumberdaya langka, merintangi  perubahan,
menciptakan  kekacauan, mengarah  kepada
kebijakan bekerja dalam lintas-tujuan, dan
menghasilkan  fungsi-fungsi  penting  yang
terabaikan.

Prosedur pengoperasian standar (standard

operating procedures atau SOP) merupakan

disposisi yang baik, maka dia akan dapat pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa — SOP sendiri  muncul sebagai usaha dalam
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.r{}geﬁké‘ menghlndarl bureaucratic fragmentation. Struktur

implementor memiliki sikap atau eg;spé'i{tif yang birokrasi yang '-pa\ang dan rumit mengakibatkan

berbeda dengan pembuat kebija‘k'éln maka proses sulitnya __ pengawasarn® h—j[lerhadap implementasi
implementasi kebi Jakan Juga menjadi tidak efektif. kebijakan. "
Kegagalanrlﬁegagalan yang- dialami oleh Berdasarkan penjeléSe.n model

Negara Indgn’ema yang = paling mendasar |mplerr)enta5| kebijakan 'maka penelltl memlllh

disebabkaq,f"doleh ketidakpatuhannya  bawahan modefl tersebut karena sederhana dan sesuai dengan
terhadap-"'"pimpinan. Implementasi  tidak : 'qkah ____permasalahan yang diteliti yaitu faktor-faktor yang
berjalan '-‘dengan baik jika terdapat tindakan yang ' ———fmempehgaruhi implementasi Peraturan Pemerlmah
tidak seSL’;ai dengan prosedur ya -g dilaksanakan EﬁRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pada
oleh pegawai. *Kemitmen, kejujuran, dan sifat “administrasi pemerintahan  Desa -Nanga ';’aman
demokraﬂsnmerupakan perilaku yang tidak dapal',J l"KhQamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau
diukur dengan kasat mata karena berkaitan dengan“:& 1 ya'gf; mana communication,. resource, dlsposmon
perasaan mantlma " U or attitudes, dan bureaucratic structures digunakan
d. Struktur Blrokra5| (Bureaucratic Structures) " oleh peneliti sebagai indikator dalam fﬁelakukan
Dikutipi‘vidalam Nugrolo (2011:.636‘3)

diungkapkan bahw&kstruktur birokrési-berkendan " -

penelitian di lapangan. ,

) Peraturan Pemerintah Nomo,r 72 Tahun
2005, dikentuk melalui Undang—L)n'dang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerin;ﬂﬁan Daerah sebagai

dengan kesesuaian ."'Q_rganisasi birokrasiy yang

menjadi penyelenggare‘f’-kimplementasi kebijakan

publik. Tantangannya adale;ﬁ bagaimana agar tidak

terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur

ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh
dari efektif.

Fragmentasi organisasional (bureaucratic
fragmentation) dalam Tangkilisan (2003:13-14)

merintangi  koordinasi  yang  perlu  untuk

Veronika Risnawati
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pengganti Un@ang-,l,lndan‘(j’ l\iomor 22 Tahun 1999.

“Peraturan pemerintah ini mengatur tentang Desa.

Terdapat empat prinsip dasar di dalamnya yaitu,
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan
demokratisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 terdiri dari XII Bab sebagai berikut:
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a. Bab I tentang Ketentuan Umum;

b. Bab Il tentang Pembentukan dan Perubahan
Status Desa;

c. Bab Il tentang Kewenangan Desa;

d. Bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

e. BabV tentang Peraturan Desa;

f. Bab VI tentang Perancanaan Pembangunan
Desa;
Bab VII tentang Keuangan Desa;
Bab VIII tentang Kerja Sama Desa;

i. BabIXtentang Lembaga Kemasyarakatan;

~
o

j.  Bab X tentang Pembinaan dan IPengawasra}_r;,'.-,-- ;
k. Bab XI tentang Ketentuan Peralirlga*‘dén
I.  Bab XIl tentang KetentuanPEnutup

Herbert ASlmpn (1999 3)-dikutip dalam
Syafei (2008:3) men&efenmkan administration can
be defined as j.,he activities ‘of: groups cooperatlvng
to accompﬂljéﬁ common. goals. Sedangkan Leonard
D. White (2008:4)

mendefnqls‘lkan administration ca - be defined‘as

dikutip... dalam  Syafei

the activi;ies of groups efforts, public or private,
civil or military=«Pasolong (2012:50) menyatakan

bahwa: “AdmlnlstraSI adalah pekerjaan terencana,

yang dllaku‘kan oleh sekelompok orang yang";

bekerjasama 'Untuk mencapai tujuan atas dasar
efektif,

pengertian terse‘btut dapat disi =pulkan bahwa

ef|5|eri‘ dan rasional. Dari beberapa
administrasi adalah‘qsaha-usaha yang.dilakukan
oleh suatu kelompol{‘éalam hal ini pemerlntah

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah

deskriptif dengan paradigma kualitatif. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian yang
mengambarkan  situasi  tertentu  komunikasi,

sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang
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berlangsung di Desa Nanga Taman Kecamatan
Nanga Taman Kabupaten Sekadau khususnya

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa dengan menggunakan
narasi yang datanya diperoleh dengan teknik
wawancara, teknik observasi, dan teknik studi
dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala
Badan

Bangsa dan Pemerintah Kabupaten Sekadau, camat

Pemberdayaan  Masyarakat Kesatuan

Nanga Taman, Sekretaris Kecamatan Nanga

Taman, Kasi Pemerintahan Kecamatan Nanga
Taman Kepala Desa Nanga Taman, Sekretaris
Desa, ~1<aur Pemerint : han  Desa, Kaur
Pembangunan'Besa Kaur Umum, 2 Kepala Dusun,
3 Ketua RT, 1 Tumehggung/ pemangku adat dan
masyarakat setempat. instr rr‘rep dalam penelitian
adalah peneliti itu'sendiri. “"s.;

/"Teknik analisis | -ata yang;"’digunakan

dalam penelltlan adalah reduksi data, penyajlan

data dan penarlkan kesimpulan/verifikasi. Terjadl

~Secara bersamaan berarti reduksi data, penya}lan
tﬁ'T;data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai
. ‘sesuatu yang jalin menjalin merupakan p'roses
P' sm@s dan interaktif pada sa t sebelum, selama, dan
Li sefl,ﬂdah pengumpulan data dalam bentuk sejajar
A dntuk membangun wawasan umum yand disebut
Teknik keabsahan data adalah

triangulasi sumber yang digunakan up*fuk menguji

V' ““analisis”.

<L kredibi‘litas.data dilakukan dengan ,C’ara mengecek

data yang diperoleh melalui betlzé'fapa sumber.

Teknik ini menggunakan n_aiﬁrimal tiga sumber

dalam menguii Iqedibilita's"d‘ata. Selain triangulasi
“sumber, p;eliti juga menggunakan saturasi data

atau kejenuhan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian dan Pembahasan
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Permasalahan yang akan dibahas pada
subbagian ini adalah proses implementasi PP No.72
Tahun 2005 tentang desa sehingga pada penelitian
di lapangan teori Edward Il digunakan oleh
penulis sebagai pisau analisis untuk mengukur
seberapa efektifitasnya implementasi peraturan
pemerintah tersebut. Desa Nanga Taman pada
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 khususnya administrasi pemerintahan
desanya akan dideskripsikan menggunakan empat
indikator sesuai dengan teori yang digunakan

tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang desa pada administrasi pemeri fj},ahaﬁ‘ o

Desa Nanga Taman tidak optimal q@kﬁﬂén

dengan sulitnya memperoleh;_data'profil desa yang
akurat, sekretaris desa ,be‘Tum menjabat sebagéi
pegawai negeri sjpﬁ,#belum tersedianya kantor
desa, dan ;s'l]rat menyurat 'enyelenggafaan
pemerlntahah desanya masih belum tertib, benar
dan raplfwalaupun desa telah Iama

terbentul-(j.

cukup

I;nplementasi Peratura Pemerintah

Nomor 72:Tahun.2005 tentang Desa tersebut dapat

dikatakan optlmal apabila empat indikator itu telahf
terpenuhi. T'lgorl Edward 1ll yang digunakan oIeh’a;i

penulis dldasarkan pada bagian-bagian yang Ieblh
kecil lagi. i

Pada subbaglan pembahasan ini akan
dibahas faktor-faktor
mempengaruhi impléﬁ!yentasi Peraturan Pemerintah
72 Tahun "’2005 khususnya

administrasi pemerlntahan “Desaw. Nanga Taman

mengén@

Nomor pada
sesuai dengan permasalahan yang penulis teI|t| di
lapangan. Kualitas dan kuantitas komunikasi,
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang
dikaji lebih spesifik lagi menggunakan komponen-
komponen yang ada,

pada setiap lembaga

pemerintahan dalam mempengaruhi implementasi
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berbeda-beda,
dominan, ada yang sama, dan ada juga yang tidak
Faktor-faktor

berdasarkan empat indikator yang digunakan secara

ada yang dominan dan tidak

sama. yang mempengaruhinya
keseluruhan memiliki andil dan proporsi yang
berbeda-beda. teknik

pengumpulan data seperti  wawancara, observasi

Dengan  menggunakan
dan studi dokumentasi penjelasan secara spesifik
hasil penelitian tersebut
berikut.

dikemukakan sebagai

a.  Analisis Komunikasi
Empat indikator yang digunakan yakni

P
‘Lv

komunaka& (communic - tion), sumberdaya
(resource), dlsbesLl (disposition or attitudes), dan
Struktur hureaucrattlc

birokrasi structures)

memiliki" proporsi yang berbeda beda dalam
pengaruhnya terhadap efektlfltasnya |mplementa5|
PP No 72 Tahun 2005. Ma:ing- masmg -komponen
dari nap indikator ada yanisudah terlaksana\ada
yang belum Misalnya komunikasi, pertemuan—
.___pertemuan mengenai  implementasi perathran
yang
J ~ menyampaikan pembahasan sesuai-dengan gllofe5|

’oemerlntah tersebut narasumber

l" mk{ﬁka namun pada kompo en komunikasi lainnya

li' seﬁértl ketersediaan peralatan dalam menunjang

N komunlkaS| di desa kurang, laptop saja hénya satu
¢ yang dimiliki oleh sekretaris desa.

b.  Analisis Sumberdaya ’«"'

- . Sumberda;@ﬁ_esa Nanga_faman sangat
terbatas dalam pelaksanaan -egia_,tﬁﬁ yang berkaitan
dengan implementasi. Peralata,rrryang mendukung
misalnya alat alat t yang dlg"makan dalam sosialisasi
"~ sepertl komputer (laptop). Berbeda dengan kantor
desa yang masih menumpang, gedung pertemuan
desa telah dimiliki ini.
¢. Analisis Disposisi

Disposisi merupakan sikap kepatuhan

bawahan terhadap pimpinan ialah salah satu
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perilaku yang menentukan apakah implementasi
dari sebuah peraturan dapat berjalan dengan baik.
Perangkat Desa Nanga Taman memiliki pemimpin
yang masih belum mampu membawa administrasi
pemerintahan desa ke arah yang lebih baik karena
ada kegiatan-kegiatan yang masih belum transparan
dalam pelaksanaanya. Sikap tidak transparan
tersebut mengakibatkan para perangkat desa

menjadi tidak terlalu peduli dengan perkembangan

PP No. 72 Tahun 2005.

d.  Analisis Struktur Organisasi

Pada Desa Nanga Taman tugas dan fungsi_ e

tertumpuk pada sekretaris desa. Struktur brr" krasi
seolah-olah menjadi samar karena.pemusatan tugas
pada sekretaris desa terse.k_)ut. Sedangkan pada
daerah{-r’aalam hal Badan
Pemberdayaan Ma’é;/arakat Kesatuan Bangsa dan

D Sekadau |

Pemerintah ini

#Desa

-

Kecamagaﬁ' Nanga Taman dalam implementasi PP:

Pemerintah Kabupaten dan
No. 72 ?[ahun 2005.tentang desa memiliki pé'ran
sebagai pipmbina dan pengawas. Tugas sebagai
pembina F.lereka laksanakan dengan mengadakan

pertemuan=pertemuan

|mplementa§g peraturan pemerintah tersebut. Plhak,ai‘

kecamatan tqlah melakukan sosialisasi berupd‘k ll

pemberian fotokoplan peraturan itu. Terlihat bahwa
tugas dan fung§il dua organisasi tersebut sudah
baik. k!

1
b =

x
2. Keterbatasan Studl

Usaha yang dlléﬂwkan oleh penulls dalam
penelitian di lapangan mele“pUmsniarLoptlmal

tidak akan terlepas dari kekurangan-kekurangan. -

Kekurangan-kekurangan tersebut seperti

ketidakmampuan penulis dalam menganalisis
secara tajam, keterbatasan dalam melakukan
wawancara, dan kurangnya pemenuhan serta
analisis data yang penulis lakukan di lapangan.
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Pengalaman penulis yang kurang merupakan

yang  paling yang
mengakibatkan terjadinya kekurangan-kekurangan

kelemahan mendasar

tersebut. Berikut dijelaskan beberapa kesulitan
yang dialami oleh penulis.

Kurangnya keterbukaan kepala desa
terhadap dalam kepemimpinan yang dimilikinya
menunjukan sikap yang otoriter terutama dalam hal
keuangan. Hampir semua tugas tertumpuk pada
sekretaris desa sehingga yang mengetahui tugas-
tugas yang ada di kantor desa hanya sekdes saja
sedangkan aparatur lain tidak mengetahui apa-apa,
aklb‘atnya ketlka ditanyakan keadaaan kantor desa
kepada aparaf esa mereka mengatakan untuk
bertanya saja pada "selgc'i'es banyak juga yang
keluhan-lziél‘uhg‘n

permasalahan peneliti'yang isampéfka}n.

menyampaikan lain  selain

/ Tuntutan hidup = embuat setiap orang

mencari 'pekerjaan  untuk mempertahankan

hldupnya ‘Gaji yang diperoleh-dari jabatan hanya

_———

——sebagaj' ketua RT tentu tidak akan mencukupf(
" untuk kehidupan mereka sehan—harl Namun

‘pekerjaan yang mereka peroleh menuntut mereka

|
' “ung‘q.'k bekerja di pagi sampai sore hari dah ada

y yal}b harus bekerja di lu r wilayah kecamatan
A s’hlngga sulit untuk ditemui. Dengan démlklan
}.. kuantitas_bertemu para aparat desa mlmm waktu
yang bisa dimanfaatkan hanya malam  hari
sedangT(an ‘Waktg malam hari pun_.férbatas (tidak
b,oleh terlalu "malam) karenal,!'fnerupakan jam
istirahat. Selain itu, ketika pgnﬂlis melakukan
penelitian  di _lapangar d bertepatan  dengan
'diadEREnn;a k.(;giatan pekan olahraga oleh pihak
kecamatan, banyak masyarakat memilih untuk
mendirikan warung-warung kecil untuk berjualan
makanan, mainan, dan sebagainya. Salah satu dari
mereka merupakan aparat desa sehingga dengan

kesibukannya bekerja intesitas bertemu pun sedikit.
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Desa merupakan wilayah yang dibentuk
dengan mempertahankan tradisi dan budaya yang
ada, tetapi ada kesulitan tersendiri yang dialami
penulis, yakni ketika nama yang digunakan oleh
para subjek penelitian atau nama asli mereka tidak
sama dengan nama panggilan mereka sehari-hari,
misalnya nama aslinya Swandi nama panggilannya
Lapok. Dan kesulitan tersebut terasa lebih berat
ketika masyarakat di desa hanya mengetahui nama
panggilan saja sedangkan data yang diperoleh
penulis dari kantor desa hanya nama lengkap aparat

desa tersebut.

-
>
o
-
"

3. Apresiasi -R,.-"‘
Saya mengucapkan banyak terkﬁéi kasih kepada
Badan :
Bangsa, dan

Pemberdayaan, "Masyarakat Kesatuan
Pedﬁerlntah (Keshang),

Pemerintah Kecamatan Nanga Ta tan, Pemerlntah

Desa

Desa Nangﬁ Taman dan masyarakat Desa Nanga
Taman yang telah memberikan izin dan ban@uan

kepada saya dalam melakukan penelitian.

!
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